PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentBaisal 62 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jd Psa
ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri blo29
Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Melanism
Penyusunan Peraturan Desa, perlu menetapkan pedoman
pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanakslioh
huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Paratur
Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958ntaing
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1l di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembara
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambah&mbaran
Negara Republik Indonesislomor 4438) sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Péinggan
Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraubaha
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentasg D
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005d4om
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Ind@nes
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tah0062
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tah0062
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerabh;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tah(0062

tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusuna

Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan
BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN

PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan gkatabaerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga padarift&ah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bumklam
menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atase®elat daerah, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Delsa#iian sesuai
dengan kebutuhan Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mebalis — batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentiimmasyarakat
setempat, berdasarkan asal — usul dan adapt isseampat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesategyald Republik ;



10.

11.
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Pemerintah Desa adalah adalah Kepala Desa dangRataDesa sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan UrusareriReman oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingk@ Bdalah Lembaga
yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penygéeagn Pemerintahan
Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Des

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undgaggndibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa;

Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundalangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam eangielaksanakan
Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangauepémtinggi;
Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetaleh Kepala Desa
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksaridsaturan Desa maupun
Peraturan Kepala Desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutrgragkiat APB Desa
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan esaBRD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB |1
ASAS
Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarldm geas pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

@~oooow

kejelasan tujuan;

kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan;

kejelasan rumusan; dan

keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkatrbedgputi :

a.
b.
c.

Peraturan Desa;
Peraturan Kepala Desa; dan
Keputusan Kepala Desa.



Pasal 4

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimalkdach dPasal 3 huruf a
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penygdeagn Pemerintahan
Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyaeikatpenjabaran
lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundangngan yang lebih tinggi
dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masytsakempat;

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimaraksiimh dalam Pasal 3
huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturara Desg bersifat
pengaturan;

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimanakdird dalam Pasal 3
huruf c, adalah penjabaran pelaksanaan Peratursa d@n Peraturan Kepala
Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan denganntiegen umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB I11
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pentefdaa dan dapat berasal
dari usul inisiatif BPD.
Pasal 7

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secaxdigemaupun lisan
terhadap Rancangan Peraturan Desa;

(2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyasgtagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses pengnsRancangan Peraturan
Desa;

(3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pgda (1)
dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersam®eieerintah Desa dan
BPD.



Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Peameridd¢sa, dapat ditarik
kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 10

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran PendatztaBelanja Desa,
Pungutan, dan Penataan Ruang yang telah disetejgaima dengan BPD,
sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lamtga)(hari disampaikan
oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;

(2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebaganimanlsud pada ayat (1)
disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa padin@ |20 (dua puluh) hari
sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima;

(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Ragan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desat dapnetapkan
Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 11

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Angdgeadapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapksigdisikan kepada Camat.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 12

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujuirbarekeh Kepala Desa dan
BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepalaa Desuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa;

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimaalesad pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tyjhlari terhitung sejak
tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud d2desal 12 wajib
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkara teamfjan dalam jangka
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waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditenya Rancangan Peraturan
Desa tersebut.

Pasal 14
Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktugggarepelaksanaan.
Pasal 15

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakaraindrlaku dan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan ¢th dalam Peraturan
Desa tersebut;

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud padalayatak boleh berlaku surut.

BAB V
PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kePagati melalui Camat
sebagai bahan pembinaan dan pengawasan palingtl@majuh) hari setelah
ditetapkan.

BAB VI
PENYEBARLUASAN

Pasal 17

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajitbadisaskan kepada
masyarakat oleh Pemerintah Desa;

(2) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagadimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam Berita Daerah;

(3) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Bleggagnana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Blesgagnana dimaksud
pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekre2esa berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik Penyusunaratdran Desa, Peraturan
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa diatur ddPgyaturan Bupati.

Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RaratDaerah Kabupaten

Jeneponto Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturaa, Decabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaidiangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan UPelaggan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramb#&abupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 2007

BUPATI JENEPONTO

RADJAMILO
Diundangkan di: JENEPONTO
Pada Tanggal 002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

Drs. H. IKSAN ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMR ...






